BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMORZZ-/ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 25.1 TAHUN 2017 TENTANG REVISI ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :a. bahwa setelah dilakukan evaluasi Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 25.1 Tahun 2017 Tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2016-2021 sebagai implementasi
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah maka perlu ditata kembali Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung
Selatan Nomor 25.1 Tahun 2017 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19359 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),



10.

11.

12.

13.

14.

15,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); »

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Perubahan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011
tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Secara Online;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Lampung  Selatan
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG
SELATAN NOMOR 25.1 TAHUN 2017 TENTANG REVISI ROAD
MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Dalam Peraturan Bupati Lampung
Selatan Nomor 25.1 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2016-2021, diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati diubah, sehingga
lampiran Bupati berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 oKD Gkerl 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Oto

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal <4 OKTDGER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Cto

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2 /



